BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Keadaan impase governasaun atau kebuntuan pemerintahan yang dialami bangsa
Timor-Leste saat ini merupakan polemik yang memberi dampak negatif bagi perkembangan
dan pembangunan hukum Timor-Leste. Kebuntuan pemerintahan ini terjadi karena
keserakahan para penguasa yang lebih mementingkan golongan tertentu dari pada kepentingan
bersama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kebuntuan pemerintahan yang hanya berpatok pada legitimasi kekuasaan dan
mengabaikan hukum yang ada, membuat Timor-Leste berada dalam keadaan darurat. Di mana
segala program pemerintahan tidak berjalan dan membuat rakyat semakin menderita. Dari
penderitaan rakyat inilah diharapkan suatu tatanan hukum yang baik untuk mengatur kekuasaan
dan kehidupan bersama dalam masyarakat.

Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan dalam pembangunan hukum yakni
pembentukan hukum dan orientasi hukum serta membuktikan bahwa hukum mampu
menciptakan penyelesaian persoalan-persoalan hidup yang berkembang dalam masyarakat
dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku sebagai hukum positif sesuai dengan nilai-
nilai keadilan. Usaha filsafat hukum dalam mencapai kebaikan bersama dalam hidup bernegara
harus berlandaskan pada hukum yang adil dan baik. Supaya hukum itu adil dan baik, maka
perlu diperhatikan juga golongan penguasa yang memiliki wewenang untuk membuat hukum,
sehingga kewenangan yang dimiliki penguasa merupakan legitimasi yang menjunjung tinggi
kehidupan masyarakat dan menjadikan hukum sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan
kekuasaan, bukan sarana untuk menonjolkan kepentingan golongan tertentu.

Keadaan dan kenyataan hukum yang terjadi saat ini, cukup memprihatinkan. Hal ini

dapat diamati melalui adanya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa-
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penguasa terhadap hukum. Hukum yang harusnya menjadi sarana pembangunan bagi
masyarakat dijadikan sebagai alat untuk mencapai keinginan penguasa semata.

Tugas dan peran filsafat hukum masih sangat relevan untuk menciptakan kondisi
hukum yang sebenarnya sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar dari
hukum secara filosofis serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban dalam
kehidupan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan hukum, guna memenuhi kebutuhan
perkembangan hukum pada suatu masa dan suatu tempat tertentu.

Peranan filsafat hukum bagi pembagunan hukum di Timor-Leste merupakan suatu
pembangunan dan penyempurnaan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat demi
terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi setiap individu, serta untuk menjabarkan suatu
relevansi hukum terhadap keberlakuan undang-undang dalam kehidupan manusia.

Peranan filsafat hukum bagi pembangunan hukum berupaya memelihara hubungan
kekuasaan dengan hukum dan masyarakat dengan hukum. Dengan demikian hukum
membutuhkan kekuasaan agar hukum itu menjadi sah dan otentik dalam menjalankan
fungsinya, dan tidak menimbulkan kekaburan. Sedangkan kekuasaan harus berlandas pada
hukum agar kekuasaan tersebut tetap berada pada koridor hukum. Sedangkan hukum bagi
masyarakat, dipahami sebagai sarana pembangunan masyarakat dan kaidah-kaidah yang
mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi penjamin hak setiap masyarat. Oleh sebab itu,
hukum, kekuasaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang harus ada bersama. Namun
hukum yang menjadi dasar dan modalitas bagi kekuasaan dan masyarakat menuju kebaikan

bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara.

5.2. Usul Saran
Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Salah satu fungsi hukum
dalam melindungi manusia adalah bagaimana menegakkan segala aturan sesuai dengan

tempatnya. Segala bentuk tatanan kehidupan manusia memerlukan kehadiran hukum agar
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hidup bersama itu dapat tercapai tujuannya. Hukum menjadi penting bagi kehidupan manusia
karena hukum sangat melekat dengan kesadaran manusia. Maka manusialah yang harus
memiliki kepekaan dalam diri untuk dapat merumuskan suatu aturan yang baik dan adil agar
dapat digunakannya sebagai pegangan.

Segala problematika yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan
akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum. Orang lebih memperhatikan kepentingan pribadi
dan golongannya daripada kepentingan umum dengan mengabaikan fungsi hukum. Oleh sebab
itu dalam kehidupan bernegara perlu adanya pengorientasian hukum dalam usaha
pembangunan hukum, agar hukum tetap memiliki eksistensi dan fungsi yang sesuai dengan
kebutuhan manusia. Maka dalam segala aspek pemerintahan yang mencoba menjalankan
kekuasaan perlu adanya pemahaman yang memadai mengenai hukum dan harus menjunjung
tinggi hukum. Hukum harus menjadi modalitas dalam menjalakan sebaga bentuk kekuasaan.
Sejauh hukum itu tidak bertentangan dengan aspek-aspek etis manusia, hukum tersebut tetap
harus menjadi pegangan, sehingga kekuasaan apapun tidak digunakan semena-mena untuk
melanggar atau mengeksploitasi hukum yang ada.

Filsafat hukum harus mampu menjadi penggerak dan pegangan bagi hukum. Filsafat
hukum mempunyai peran penting dalam memberi makna pada segala gejala hukum yaitu
segala unsur yang berhubungan dengan hukum. Filsafat hukum harus tetap menjadi pegangan
bagi institusi hukum agar dalam pembentukan maupun pembagunan hukum tidak
menyeleweng dari prinsip dan cita-cita hukum. Filsafat hukum juga penting bagi khalayak
umumnya, di mana dengan filsafat hukum kita mampu mencermati dan memahami sejauh
mana peranan hukum dalam hidup kita sehari-hari yang selalu diatur oleh hukum. Filsafat
hukum adalah sarana yang amat sangat cocok untuk melihat realitas kehidupan setiap hari yang

seringkali terjadi ketidakadilan dan ketimpangan sosial.
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